PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REFUBLIK ILDCNESIA
NO. 85 TAHUN 1966,

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Kantorberita Nasional Antar
Jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.307 tahun 1962 dan
menjesuaikannja pada tahap revolusi dewasa ini dipandang perlu
memperbaharui Peraturan Dasar Lembaga Kantorberita Nasional "An-
tar‘a";

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

%+ Keputusan Presiden Republik Indonesia No.307 tahun 1962;

MEMUTUSEKAN:
lenetapkan :

PEQAMA : Ment jabut Keputusan Presiden No.307 tahun 1962, dan membatalkan
semua ketentuan-ketentuan jang tertera didalamnja;

KEDUA ¢ Menetapkan susunan baru Peraturan Dasar Lembaga Kantorberita
Nasional Antara sebagaimana tertjantum dalam lampiran surat
Keputusan ini;

KETIGA ¢ Menugaskan kepada Direksi jang dibentuk menurut Peraturan Dasar
inl, untuk mengatur segala sesuatu jang berhubungan dengan dan
sebagai kelandjutan pelaksanaan dari Keputusan ini;

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaku pads hari ditetapkan.-

. Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO




/ PERATURATN DASALR

yy{ LEMBAGA KANTOR BERITA NASIQRAL "ANTAR A"
BAB I
Nama, tempat kedudukan dan djangka waktu
Pasal 1

Lembaga ini bernama: Lembaga Kantorberita Nasional "ANTARA", berkedudukan

ii Djakarta. Djika dianggap perlu, Lembaga dapat mendirikan perwakilan-perwa-
tilan ditempat lain.

Lembaga inl mwlai berdiri pada hari ditetapkan Peraturan Dgsarnja, seba-

ral kelandjutan daripads apa jang telah dirikan pada tanggal 13 Desember 1937
lergan segala perubahan bentuk hukumnja kemudian.

Tewbaga ini dirikan untuk waktu jang tidak terbatas.
BAB II
Azas, tudjvan dan usaha

Pasal 2

; Azas Lembaga ini ialah sosialisme Indonesia, jaitu sosialisme Jjang berda-
i sakan Pantja Sila.

Pasal 3

Tud juan Lembaga ini ialah, melaksanakan funksi suvatu Kantorberita Nasional
: sehgail alat revolusi, media penggerak rakjat dan massa revolusioner, jang mem-
"beik( dorongan agar supaja tjita-tjita luhur Bangsa tertjapai dan terpelihars
devaalfat jang berakar pada kepribadian Bangsa serta dengan kesadaran per-
. taggungan-d jawab terhadap Nusa dan Bangsa, turut serta setjara aktif membangun
- dai menegakkan mas jarakat adil dan makmur jang berkepribadian Pantja Sila, me-~
% nuat garis-garis besar haluan Hegara.

Pasal 4

Untuk mentjapai tudjuannja, Lembaga wengusahakan pemberitasan, penerangan,
pp*aetakan, penerbitan, pengumuman, penaampalan, penjelebaran tulisan~-tulisan,
. lulsan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar jang mengandung masaalah politik
g sotal, ekonomi, kebudajaan, militer dan lain sebagainja Jang tidak bertenta-
© nge dengan azas dan tudjuan Lembaga.

Pasal 5

Dalam usahanja, Lembaga memupuk dan mengembangkan pendapat umum Nasional

- Jar gehat serta memupuk dan mengembangkan saling pengertian antar Bangsa-
¢ barsa didunia.

. Pasal 6

. Dalam usahanja, Lembaga mend jalankan azas kolektif berdasarken tjita-tjita
¢ Soalisme Indonesia, jaitu Sosialisme jang beragaskan Pantja Sila.

Pagal 7

Dalam usahanja, Lembaga selalu menempatkan diri dalam funksinJa sebagai
al revolusi, sebagai bagian dari keseluruhan kesatuan alat revolusi Jang
teimpin,

BAB III
Keka jaan dan pendapatan

Pasal 38
(1Keka jaan Lembaga ini, ialaht

a. Keka jaan-pangkal, ialah kekajaan Xentorberita Nasional "Antara®
Jang ada pada hari ditetapkannja Peraturan Dasar inij




e

b. Kekajsan-pangkal jang didapatkan dari Pemeriutash, sebagai
modal pokok tambahan lLembaga, guna menambah kelemgkapan
usaha Lembaga;

¢+ Djumlah-djumlah jang kemudian ditambahken pada kekajaan
pangkal itu.

(2) Sumber Keusngen Lembage ini, ialah :

a. Subsidi dari Pemerintahan Agung sebesar 60% dari budget
setahun; A

b. Usng langgenan dari hasil penerbitan Lembagas
¢. Warisan atau hibahj : ;

4. Sumbengan, derme jang diperoleh dari siapapun djuga jang
tidak mengikat;

6. Pandapatan-pendapatan lainnje jang sjeh dan jang tidak

mengikat.
BAB IV
Pimpinan Tertinggl
Pasal 9.

Pimpinan tertinggi Lembage berada ditangan Presiden/Perdena
Menteri/Pemimpin Besar Revolusi jang dapat mewakilkan kepemin-
pinannja itu kepada Wakil Perdana Menteri Sosial-Politik/Menteri
Inar Negeri.

BAB v
Dewan EKurator

Pasal 10.
Lembage ini ditempatkan dibawah asuhan Dewan Kurator jang

susunannja ditentukan oleh Presiden/Perdana Menteri/Pemimpin
Begar Revolusi.

BARBR VI
Direksi
Pasal 11l

(1) Lembage ini diurus oleh sebuah Direksi jang pusunannjs diten-
tukan oleb Presiden/Perdana Menteri/Pemimpin Besar Revolusi,
untuk masa selama-lamanja 5 (lima) tabun.

(2) Direksi terdiri dari seorang Pemimpin Umum, seorang Bendshara
Umum, eeorang Sekretaris Umum, dan seorang Pimpinan Harian.

Pasal 12

8. Direkei/Pemimpin Umum mendjelenken pimpinan pelaksana, peneli-
tian, pengendalien, pengawasan pelaksanaan dan koordinasi pe-
kerdjaan sehari-hari dan dalam pekerdjeannja routine bertin-
dak atas nama Penmimpin Tertinggi;

b. Direksi berkewadjiben dan berwenang membentuk dan menjusun
kantorberita, baik dipusat maupun diperwakilan-perwakilen,
termasuk mengangkat den memberhentikan pegawaij;

¢. Direkei berkewadjibam melakukan pimpinan pekerdjaan sehari-hari
dibideng pemberitaan dan lain sebagainja, sebagaimana jang di-

meksudkan dalam pasal-pesal 4 (empat) dan 5 (lima) Peraturan
Dasar ini;

d.
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d. Direksi berkewadjiban melakukan pimpinan pekerdjaan sebari-
hari, dibidang pengusahaan, mengusahakan tertjapainja tudjuan
Lembaga, mengurus dan memelihars kekajaan Lembaga, mewakili
Lembaga didalam dan diluar peradilan, bertindak atas nama
Lenbaga dalam bidang penjelengﬁ,raan dan bidang keksajaan, ‘
mengikat Lembaga pada fihak lain dan sebaliknjs, dengan mengin-
dahkan ketentuan~ketentuan dalam Peraturan Dasar inij;

e. Direkei berwenang membuat pindjeaman atas tanggungan lembaga;

f., Direksi berwenang melepaskan hak atas atau memberatkan beban
pads barang-barang tidak bergerak kepunjean Lembega;

g« Direksi berwenang mengikat lembaga sebagal Penanggung;

h. Direksi berwenang menggadaiken barang-barang bergerak kepunja~-
an Lembaga, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Pere
aturan Dasar ini.

Pasal 13

. Segala sesuatu jang belum diatur dalem Peraturan Dasar ini,
i diatur oleh Direksi sebagaimana dimaksudken dalam BAB IVdan se~
P/ kedar tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar ini.

Pasal 14 .
Peraturan Dasar ini mulail berlaku pada hari ditetapkan.,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
. - SUKARNO




